
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

NoMOR 7 I I PP.O4.2-Kpt I t3o2 I KPU -Kab I tx I 2O2o

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK NoMOR 30 I PP.O 4 .2 -Kpt I I 3o2 I KPU -Kab I tt I 2O2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN SE-KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOKTAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor

56 I PP.O4.2-BA I t3O2 I KPU -Kab I tx I 2o2O tanggal I 3

September 2020 tentang Penggantian Antarwaktu

Panitia Pemilihan Kecamatan Hiliran Gumanti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Solok tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor

30 / PP.O4.2-Kpt I l3O2 I KPU'Kab I Il I 2O2O tentang

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihart

Kecamatan se-Kabupaten Solok Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

SALINAN

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/solok

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/solok


Mengingat

Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2O15 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/solok

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/solok


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2O19 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Beila

Negara Republik Indonesia Ta}:run 2O2O Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SOLOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SOLoK NOMOR 3olPP.Oa.2-Kptlr3o2lKPU-

KablIIl2O2O TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-

KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

Menetapkan

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/solok

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/solok


KESATU

KEDUA

KRIIGA

DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020.

Menetapkan Perubahan Panitia Pemilihan Kecamatan

Se-Kabupaten Solok Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil

Bupati Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakaa bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Perubahan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

Memberhentikan : FAUZI

Mengangkat : DELFITRA

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Hiliran

Gumanti.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Barr

pada tanggal 15 SePtember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK,

GADIS. M

ttd

Salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum,

GIFFA LANIA

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/solok

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/solok

